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Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU 7/2021) terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD

1945).

Frasa “natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk Fasilitas

Kesehatan[Sic!/]” Bab Ill Pajak Penghasilan Pasal 3 angka 1

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi

Peraturan Perpajakan (UU 7/2021) mengenai Perubahan Pasal 4

ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang

Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang

Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983

tentang Pajak Penghasilan (UU Pajak Penghasilan) bertentangan

dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28H ayat (1)

UUD 1945.

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;

2. Menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 38/PUU-
XX1/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736) terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;

3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali
permohonan a quo;

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat
perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 38/PUU-
XX1/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik
(e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan
kepada Pemohon.

Kamis, 25 Mei 2023.

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang berprofesi sebagai
karyawan. Menurut Pemohon, ketentuan Frasa “natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk
Fasilitas Kesehatan[Sic!]” Bab Il Pajak Penghasilan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU 7/2021) mengenai
Perubahan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak



Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan (UU Pajak Penghasilan) bertentangan dengan Pasal 28D
ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Bahwa Mahkamah telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan
Pemohon melalui Sidang Panel pada tanggal 3 Mei 2023 dan telah memberi nasihat
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 UU MK serta Pasal 41 ayat (3) Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang, termasuk melengkapi nama Kuasa Hukum karena Surat Kuasa Pemohon
bertanggal 23 April 2023, baru diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2023. Selanjutnya
Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel dengan acara pemeriksaan Perbaikan
Permohonan Pemohon pada tanggal 17 Mei 2023. Dalam persidangan dimaksud Pemohon
menyatakan menarik kembali Permohonan Nomor 38/PUU-XXI/2023 dengan alasan
permohonan a quo bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Selanjutnya, pada hari yang
sama Mahkamah menerima Surat Nomor 018/BANA/V/2023 perihal Permohonan Penarikan
Kembali Pengujian Undang-Undang (PUU) bertanggal 16 Mei 2023;

Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau
selama 3 pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan”, dan “Penarikan kembali
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan
kembali”;

Bahwa berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 22 Mei 2023
ditetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 38/PUU-
XX1/2023 beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali
permohonan tersebut;

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;

2. Menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 38/PUU-XX1/2023 mengenai
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;

3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali
Permohonan Nomor 38/PUU-XXI1/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi
Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.



